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ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing, pembinaan, pelayanan, dan 

pengawasan serta memberikan hasil tembakau pada skala industri kecil dan 

industri menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan 

penggantian Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.04/2020 tentang 

Kawasan Industri Hasil Tembakau 

 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995, 

TLN No.76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 

Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN 

Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 

No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) 

sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 

No.954). 

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

Aglomerasi Pabrik diperuntukkan bagi Pengusaha Pabrik dengan skala industri 

kecil dan industri menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai industri kecil 

dan menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengusaha Pabrik yang 

menjalankan kegiatan di tempat diselenggarakannya Aglomerasi Pabrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kemudahan: a. perizinan di 

bidang Cukai; b. produksi barang kena cukai; dan c. pembayaran Cukai., Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi pelayanan dan 

pengawasan di tempat Aglomerasi pabrik, melakukan: a. pelayanan di bidang 

Cukai; b. asistensi pelaksanaan kegiatan di bidang Cukai; dan c. pengawasan 

berdasarkan manajemen risiko. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 

• Permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai pengusaha Kawasan 

industri hasil tembakau yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan 

Menteri ini dan belum mendapat keputusan, penyelesaiannya dilakukan 

berdasarkan Peraturan Menteri ini 

• Keputusan penetapan sebagai pengusaha kawasan industri hasil tembakau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang 

Kawasan Industri Hasil Tembakau masih tetap berlaku sampai dengan 



diterbitkannya keputusan mengenai penetapan sebagai Peyelenggara 

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau. 

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2023 dan diundangkan 

pada tanggal 14 Maret 2023 

- Lampiran Hal. 14 – 25  

   

 


